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KABUPATEN ..................
KECAMATAN ..................
DESA ..................

KEPUTUSAN KEPALA DESA .................. KECAMATAN .................. 
NOMOR : …/ … /KEP/20…………

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA ......... TAHUN .........

KEPALA DESA ..................

	Menimbang
	:
	a. bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa musyawarah Desa membentuk tim verifikasi RKP Desa sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ......... tentang Tim Verifikasi RKP Desa ......... Tahun .........


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor ......... Tahun ......... tentang Pembentukan Kabupaten ......... di Provinsi .........  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ......... Nomor .........);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Daerah Kabupaten ......... Nomor ......... Tahun ......... tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ......... Tahun ......... Nomor .........);
16. Peraturan Daerah Kabupaten ......... Nomor ......... Tahun ......... tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ......... Tahun ......... Nomor .........);
17. Peraturan Daerah Kabupaten ......... Nomor ......... Tahun ......... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ......... Tahun ......... Nomor .........);
18. Peraturan Bupati ......... Nomor ......... Tahun ......... tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten ......... Tahun ......... Nomor .........);
19. Peraturan Bupati ......... Nomor ......... Tahun ......... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten ......... Tahun ......... Nomor .........); dan
20. Peraturan Bupati ......... Nomor ......... Tahun ......... tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten ......... Tahun ......... Nomor .........).


	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Tim Verfikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ...... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


	KEDUA             
	:
	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melakukan verifikasi atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ......... Tahun Anggaran .........;
b. Menyampaikan hasil verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun ......... kepada Kepala Desa; dan
c. Mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun ......... kepada masyarakat.


	KETIGA
	:
	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .........


	KEEMPAT
	:
	Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Di tetapkan di	:	…………………….
Tanggal	:	…………………….
KEPALA DESA .....................


nama, tanda tangan & cap

(....................................)
             
       

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas PMD Kabupaten .........
2. Camat ..........
3. Ketua BPD Desa..........
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN :	KEPUTUSAN KEPALA DESA ..................
	Nomor	:	…/ … /KEP/20………….……
	Tanggal	:	……………………...…………….


TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA .................. TAHUN ..................

	NO
	NAMA
	KEDUDUKAN DALAM TIM

	1.
	....................................
	Ketua

	2.
	....................................
	Sekretaris

	3.
	....................................
	Anggota

	4.
	....................................
	Anggota

	5.
	....................................
	Anggota




KEPALA DESA .....................


nama, tanda tangan & cap

(....................................)
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